
BUPATI KUNINGAN 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN 
NOMOR 243 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 
159 TAHUN 2021  TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUNIN GAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 
apabila terdapat perubahan terkait komponen Pendapatan 
Daerah maupun Belanja Daerah setelah Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat 
menyesuaikan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan 
terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021  tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 ;  

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 246 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516 ) ;  

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ) ;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 2 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028) ;  

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012  tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2012  Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010  tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;  

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2017  tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041 ) ;  

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7  tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017  Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019  tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tah un 201  9  N  omor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);  

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada 
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima 
Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 98 ) ;  

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012  
tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754 ) ;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017  
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 1067 ) ;  
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2 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431 ) ;  

22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021  
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926) ;  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/PMK.07 /2022 
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
3 1 ) ;  

24.  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 1  Tahun 2022 tentang 
Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Serta Kesiapan 
Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13  Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022; 

26. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; 

27.  Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan 
Tahun 2021  Nomor 8) ;  

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2) ;  

29. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021  tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 
2021 Nomor 159) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 34 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 
Tahun 2021  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 34 ) ;  

30. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 
Nomor 22 ) ;  
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 159 TAHUN 2021  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.  

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Kuningan Nomor 34 Tahun 2022, diubah sebagai berikut : 

Pasal 1 

Rp. 2. 788. 706.485. 727,00 
Rp. 0,00 

Setelah Rp. 2.788.706.485.727,00 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah 
se bagai beriku t : 

A. Pendapatan Daerah 
Peru bahan Kedua 
Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah Pendapatan Daerah 
Peru bahan Ketiga 

15 .359.416.678,00 
2.500.000.000,00 

12 .859.416.678,00 

441.021.661.600,00 
0,00 

441 .021 .661 .600 ,00  

22.000.000.000,00 

l.979 .251.303 . 141 ,00  
2.500.000.000,00 

l.981.751.303 . 14 1 ,00  

331 .074.104.308,00 
0,00 

331 .074.104 .308,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 2.766. 706.485. 727,00 
Rp. 0,00 

Setelah Rp. 2 .766.706.485.727,00 

4. Belanja Transfer 
Peru bahan Kedua Rp. 
Bertambah/(berkurang) Rp. 
Jumlah Setelah Perubahan Ketiga Rp. 

Surplus/(Defisit) Rp. 

B. Belanja Daerah 
Peru bah an Ked ua 
Bertam bah/ (ber kurang) 
Jumlah Belanja Daerah 
Peru bahan Ketiga 

1 .  Belanja Operasi 
Peru bahan Ked ua 

Bertam bah/ (ber kurang) 
J umlah Setelah Peru bahan Ketiga 

2.  Belanja Modal 
Peru bahan Kedua 
Bertam bah/ (ber kurang) 
J umlah Setelah Peru bahan Ketiga 

3. Belanja Tidak Terduga 
Peru bahan Kedua 
Bertam bah/ (ber kurang) 
Jumlah Setelah Perubahan Ketiga 

C. Pembiayaan Daerah 
Penerimaan Pembiayaan 
Perubahan Kedua 
Bertambah/ (berkurang) 
J umlah Penerimaan Setelah 
Ketiga 

Rp. 
Rp. 

Perubahan Rp. 

0,00 
0,00 

0,00 
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Pengeluaran Pembiayaan 
Perubahan Kedua Rp. 
Bertambah / (berkurang) Rp. 
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 
Ketiga 

Pembiayaan Neto Rp. 

22.000.000.000,00 
0,00 

22.000.000.000,00 

(22.000.000.000,00) 

Pasal 2 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kuningan. 

t 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal 23 la2 2222 

BU' FT KUNINGAN, 
- , 

" � , 
N 4 

Diundangkan di Kuningan 
pada tanggal 23 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABU�1'El'il�Yijl GAN' ) «  
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DIAN RACHMAT YANUAR 

~u ni@' ..-  

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 2%3 
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